
80

Daftar Referensi

Fitry, Kurniawaty. 2014. “Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap
Penerimaan PBB Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Jurnal.
Pekan Baru : Fakultas Ekonomi, Kampus Bina Widya.

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.
Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.

Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Keuangan.

Nazir, Mohammad. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.

Nurmalasari, Rany. 2014. “Analisis efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan
Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Daerah (studi kasus pada dinas pendapatan kota
mataram) Tahun 2009-2013”. Jurnal. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: ERLANGGA.

Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi.

Oktavian, Liyanismal. 2015. “Analisis Tingkat Efektifitas dan Kesiapan Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 di Kota Padang Tahun 2013-2014”. Skripsi. Padang : Fakultas
Ekonomi, Universitas Andalas.

Pradita, Ferian Dana , dkk. 2014. “Efektifitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”. Jurnal. Malang : Fakultas
Ilmu Administrasi, Universitras Brawijaya.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.



81

_________________Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan
Daerah.

_________________Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_________________Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Siahaan, P. Marihot. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT
Rajagrafindo Persada.

Siahaan, P. Marihot. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siahaan, P. Marihot. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiono. 2001. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2005. Perpajakan IndonesiaI. Jakarta : Salemba Empat.



82

Daftar Referensi

Anshari, Tunggul. 2005. Pengantar Hukum Pajak. Malang.Bayumedia Publishing.

Isnanto, Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Yogyakarta

Bahari Press.

Kurniawaty Fitri. 2014. Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap

Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

Liyanismal Oktavian. 2015. Analisis Tingkat Efektifitas dan Kesiapan Pemerintah

Daerah Dalam Rangka Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 di Kota Padang Tahun 2013-2014.

Mahmudi.2010.Manajemen Keuangan Daerah.Jakarta.ERLANGGA.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. ANDI.



83

Rany Nurmalasari. 2014. Analisis efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan

Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Pendapatan Daerah (studi kasus pada dinas pendapatan kota

mataram) Tahun 2009-2013.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

________________Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_________________Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah

Daerah.

_________________Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan

Daerah.

_________________Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_________________Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah



84

Siahaan, P. Marihot. 2008. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT

Rajagrafindo Persada.

Suandy, Erly. 2009. Hukum Pajak. Jakarta. Salemba Empat.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jak


